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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

          Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016 memasuki tahun 3 (tiga) yaitu tahap  penguatan Pembangunan Daerah yang diarahkan pada upaya : “Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pengembangan Daya Saing Agribisnis dan UMKM serta Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat“. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Banyumas seperti : Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran; Masih kurangnya keterjangkauan, ketersediaan dan kualitas Pendidikan; masih kurangnya derajat kesehatan masyarakat; belum optimalnya iklim investasi; belum optimalnya pengembangan ketahanan pangan; masih kurangnya pemanfaatan potensi energy baru terbarukan; rendahnya kesadaran pelaku usaha dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;belum optimalnya pengembangan pariwisata dan Industri Kecil Menengah; belum optimalnya pelayanan publik. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas diarahkan pada upaya-upaya : Peningkatan pelayanan publik; peningkatan pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan Kesehatan; pengembangan pusat – pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sector pertanian; meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan UMKM; meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur; pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan tatanan masyarakat yang berbudaya dan sejahtera. 
           RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan penjabaran dari rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2014 dan disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pemeintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta pekiraan maju dengan mempertimbanglan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber – sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
            Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten banyumas tahun 2016 berpedoman pada Undang – Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dipadukan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.,PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
            Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :1). Persiapan Penyusunan RKPD;  2). Rancangan Awal RKPD; 3). Penyusunan Rancangan RKPD; 4). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD yang sebelumnya didahului kegiatan Pra Musrenbang; 5). Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan Penetapan RKPD. 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Pengganti undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

16. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

19. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;

21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;

22. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana  Tata Tuang Wilayah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025.

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031.

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018; 

1.3. Hubungan Antar Dokumen

          RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus memiliki keterkaitan dan sejalan dengan arah pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun dokumen perencanaan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan RKPD juga mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas. 

Dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten Banyumas yang perlu diacu dan diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2016 yaitu RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018, RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031; Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS); Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banyumas; Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK); dan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) melalui pemetaan dan analisis potensi Inovasi.

Beberapa dokumen perencanaan mulai sektor di tingkat Nasional, dan  Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah : 1). Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2). Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millineum (MDGs) di Indonesia; 3). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 4). Masterplan Percepatan dan Perluasan Penaggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011 - 2015; 6). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010 – 2020; 7). Grand Desaig Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025; 8). Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025; 9). Aksi Pencegahan  dan pemberantasan Korupsi; dan 10). Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
1.4. Kaidah Pelaksanaan 
1. RKPD Tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan
2. Berdasarkan pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun ditetapkan sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
1.5. Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 54 Tahun 2010, sistematika penyajian RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebagai berikut :
Bab I 
Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan RKPD hubungan antara dokumen, Kaidah pelaksanaan, sistematika penulisan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD 

Bab II 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014, realisasri RPJMDKabupaten Banyumas Tahun 2013- 2018;  permasalahandan isu strategis pembangunan daerah.
Bab III 
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerahyang terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV 
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan arah kebikjakan pembangunan jangka menengah; prioritas pembangunan daerah tahun 2016;dan kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten Banyumas. 
Bab V 
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah RKPD tahun 2016 menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 

Bab VI 
Penutup 

Berisi mengenai kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan harapan dukungan dari jajaran pemerintah daerah, DPRD, pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan RKPD.
1.6. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah untuk :

1) Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;
2) Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2016. 

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten banyumas tahun 2016 adalah sebagai berikut:


1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
2) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyumas tahun 2016.
3) Menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016
4) Menjadi Pedoman Penyusunan RKPDes di wilayah Kabupaten Banyumas
5) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Banyumas.
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